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ABSTRAK

Tindak pidana kekerasan yang dilakukan secara bersama-sama merupakan
perbuatan yang berpotensi menimbulkan gangguan serius terhadap ketertiban
umum dan rasa aman masyarakat. Oleh karena itu, hukum pidana Indonesia
mengaturnya secara khusus dalam Pasal 170 Kitab Undang-Undang Hukum
Pidana (KUHP).

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis penerapan Pasal 170 ayat (2)
ke-1 KUHP dalam tindak pidana kekerasan secara bersama-sama, mengkaji
konstruksi hukum kekerasan dengan tenaga bersama dalam perspektif hukum
pidana positif Indonesia, serta menganalisis pertimbangan hukum hakim dalam
menjatuhkan putusan pada perkara Nomor 1935/Pid.B/2025/PN Mdn.

Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif
dengan sifat deskriptif analitis, yang didukung oleh penelitian lapangan, data
diperoleh melalui studi kepustakaan terhadap peraturan perundang-undangan,
doktrin hukum pidana, dan putusan pengadilan, serta dikombinasikan dengan
hasil wawancara sebagai bahan konfirmasi praktik peradilan.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan Pasal 170 ayat (2) ke-1
KUHP dengan pidana penjara paling lama tujuh tahun, jika ia dengan sengaja
merusakkan barang atau jika kekerasan yang digunakan mengakibatkan luka-luka
telah dilakukan secara tepat, karena seluruh unsur delik terbukti secara sah dan
meyakinkan. Konstruksi hukum tindak pidana kekerasan dengan tenaga bersama
menempatkan unsur kebersamaan sebagai faktor pemberat utama tanpa
mensyaratkan pembagian peran yang rinci. Pertimbangan hukum hakim dalam
perkara tersebut telah mencerminkan keseimbangan antara aspek yuridis,
sosiologis, dan filosofis, dengan memperhatikan perlindungan terhadap korban,
dampak sosial perbuatan, serta keadilan bagi para terdakwa. Dengan demikian,
putusan tersebut dapat dipertanggungjawabkan secara hukum dan mencerminkan
tujuan pemidanaan dalam hukum pidana positif Indonesia.
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ABSTRACT

Collective violence is an act that has the potential to cause serious
disruption to public order and the community's sense of security. Therefore,
Indonesian criminal law specifically regulates it in Article 170 of the Criminal
Code (KUHP).

The objective of the research was to analyze the application of Article 170
paragraph (2) 1 of the KUHP in collective violence, examine the legal
construction of joint violence from the perspective of Indonesian positive criminal
law, and analyze the judge's legal considerations in issuing the verdict in case
Number 1935/Pid.B/2025/PN Mdn.

The research method used is normative legal research with a descriptive
analytical nature, supported by field research. Data were obtained through a
literature review of laws and regulations, criminal law doctrine, and court
decisions, combined with interview results to confirm judicial practice.

The results indicate that the application of Article 170 paragraph (2) 1 of
the Criminal Code, which carries a maximum sentence of seven years'
imprisonment for intentionally damaging property or if the violence used results
in injury, was appropriate, as all elements of the offense were legally and
convincingly proven. The legal construction of the crime of joint violence places
the element of togetherness as the primary aggravating factor without requiring a
detailed division of roles. The judge's legal considerations in this case reflected a
balance between juridical, sociological, and philosophical aspects, taking into
account protection for the victim, the social impact of the act, and justice for the
defendant;s'.r],?‘i%ts, the decision is legally accountable and reflects the objectives of
punishmenm@r h{donesian positive criminal law.
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